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Masa Jabatan Kades

MASA jabatan kepala desa
selama enam tahun dalam
satu periode, akhir-akhir ini di-
persoalkan oleh berbagai or-
ganisasi kepala desa. Puncak-
nya, Selasa (17/3) lalu, ribuan
kades melakukan aksi demo
di DPR RI. Mereka minta agar
ketentuan masa jabatan
kades enam tahun perperiode
dan bisa menjadi kades sela-
ma tiga periode, sebagaimana
diatur dalam Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, agar direvisi.

Terkait tuntutan para kades
(yang diklaim) se-Indonesia
itu, Presiden Joko Widodo
menegaskan, dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa saat ini sudah
jelas diatur bahwa masa ja-
batan kepala desa dibatasi
enam tahun selama tiga perio-
de. Kalau kades mengingin-
kan perubahan soal masa ja-
batan, dipersilakan menyam-
paikan aspirasi kepada DPR
RI.

Aksi menyampaikan aspi-
rasi sudah dilakukan para
kades dari berbagai daerah di
Gedung DPR R, di Senayan
Jakarta. Sebelumnya, aksi
mereka di daerah masing-ma-
sing juga mendapat fasilitas
dari pemerintah  daerah
setempat, untuk melakukan
aksi di DPR RI.

Dalam kondisi saat ini, tun-
tutan masa jabatan kades dari
enam tahun menjadi sembilan
tahun dan tetap bisa tiga pe-
riode, akhirnya ‘merembet’ ke
wacana dan isu-isu terkait ke-
mungkinan masa jabatan
Presidsen RI, yang beberapa
waktu terakhir ini sempat
mengemuka. Dari sisi politik,
hal itu mestinya juga meru-
pakan hal yang lumrah dan
biasa-biasa saja.

Sebagian masyarakat tradi-
sional Jawa yang masih akrab
dengan othak-athik gathuk, ju-
ga ada yang menghubungkan
tuntutan masa jabatan kepala
desa dengan wacana masa
jabatan Presiden RI selama

tiga periode. Namun bagi ma-
syarakat tradisional Jawa,
kalau othak-athik-nya salah,
mereka dengan enteng akan
mengatakan salah kepernah.
Sebaliknya, jika othak-athik-
nya gathuk, mereka akan
berkata, “Lha, rak tenan.”

Terlepas dari ada-tidaknya
hubungan tuntutan masa ja-
batan kades dan masa ja-
batan Presiden RI, Ketua
Komisi Il DPR RI, Ahmad Doli
Kurnia berharap isu perpan-
jangan masa jabatan kades ti-
dak dikaitkan dengan kepen-
tingan politik mejelang Pemilu
2024. lapun mengaku kha-
watir, isu perubahan masa ja-
batan kades terkait dengan
kepentingan menjelang
Pemilu 2024.

Ahmad Doli juga menepis
wacana perpanjangan masa
jabatan kades lewat revisi UU
Desa dapat menjadi pintu ma-
suk perpanjangan masa ja-
batan presiden. Menurutnya,
payung hukum yang meng-
atur keduanya berbeda, kare-
na jabatan presiden berkaitan
dengan amandemen UUD
1945.

Apapun pendapat dan tang-
gapan dari masyarakat, ter-
lebih pengamat dan analis
politik, tuntutan masa jabatan
kades memang perlu diper-
hatikan. Hal itu mengingat da-
lih para kades, bahwa tuntutan
mereka bukan sekadar masa
jabatan. Mereka lebih
mengutamakan efektivitas,
efisiensi, dan dampak sosial
yang timbul dari pemilihan
kepala desa (Pilkades) yang
terlalu sering dilakukan.

Seperti dikatakan Ahmad
Doli, apapun jawaban peme-
rintah terkait tuntutan masa ja-
batan kades, perubahan satu
pasal undang-undang pasti
akan banyak dampaknya.
Apalagi, belakangan ini pe-
rangkat desa juga melakukan
tuntutan terkait masa jabatan
mereka, agar tidak disamakan
dengan masa kerja kepala de-
sa. O-d
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Waspada Undangan Online yang Menipu

PENDEMI Covid-19 memang
sudah melandai. Namun kehi-
dupan yang berubah cukup
merasuk di sanubari kita.
Kehidupan énew normali kita

seakan menjadi lebih akrab de- diminta membuka link yang di- dialami di keluarganya. Mereka maluun- - rang, anak menyukai perlakuan | Jurah,
ngan dunia online. Dan tidak cantumkan tersebut. tuk membicarakan kasus pelecehan di  itu, sehingga tidak melakukan -- Ttu keinginan pamong.
ada lagi rasa sungkan bagi se-  Pesan saya, hati-hati. Dan ja- | depan masyarakat karena takut diang-  perlawanan. ok

gap rendah. Mereka mendiamkan, se- Lebih Berani

seorang kenalan, teman bahkan
saudara untuk mengundang en-
tah pengajian, kebaktian, ulang-
tahun, tujuh bulanan dan lain-
nya bahkan resepsi pernikahan
dengan hanya mengirimkan un-
dangan online.

Namun jagat dunia kembali
disibukkan dengan informasi
mengenai adanya undangan
pernikahan yang diposting on-

line, namun sejatinya menipu.
Undangan pernikahan namun
kita tidak terlalu mengenal pen-
gundang. Dan jika kita berkomu-
nikasi via chat WhatsApp, akan

ngan sekali-kali membuka link
atau tautan tersebut, apalagi ki-
ta memang tidak mengenal pen-
gundang. Karena ini tampaknya
menjadi upaya pembobolan re-
kening. Ini tampaknya tidak jauh
berbeda dengan modus pengi-
riman paket yang beberapa bu-

lan lalu telah viral. O-d
*) Rahma, Sumber Banjarsari
Sala

DALAM tiga bulan terakhir kita disu-
guhkan dua panggung berita kasus ke-
kerasan dalam rumah tangga (KDRT)
selebritas lawas Venna Melinda-Ferry
Irawan dan selebriti yang populer di me-
dia sosial: Lesti Kejora-Rizki Billar.
Kedua kasus mirip: memperoleh porsi
berita paling memicu perhatian sejak
mereka berpacaran, menikah hingga ka-
sus KDRT dan memicu keinginan
bercerai. Ibarat drama keluarga yang
antiklimaks, publik disuguhi kisah
romantisme di awal, dan tragedi di
akhir dengan isu KDRT. Rangkaian
peristiwa ini menjadi komoditas beri-
ta dan percakapan media sosial yang
‘menghibur’, sekaligus memprihatin-
kan, terutama dalam kerangka prak-
tik jurnalisme hiburan.

Negosiasi Agenda Media

Di negeri dengan pengguna media
sosial diatas 190 juta, produksi dan
penentuan agenda media terkait isu-
isu selebritas mengalami transfor-
masi dari vertikal ke horizontal.
Pilihan isu yang menarik, penting
dan sebaliknya tidak lagi dimonopoli
media konvensional secara top down,

akan tetapi ditentukan lebih banyak :

aktor: netizen, platform pengendali
algoritma digital dan konsultan me-
dia yang dikelola selebriti. Mereka
bertukar pengaruh, kerapkali aspirasi
netizen lebih kuat, melebihi kekuatan
awak media yang memiliki otoritas edi-
torial. Para artis yang mempekerjakan
tim influencer juga mampu memenga-
ruhi keputusan media demi rating popu-
laritas, meskipun harus melakukan
rekayasa kasus.

Dalam situasi ini, jurnalisme pem-
bawa kepentingan publik dibalik tragedi
selebritas terpojokkan, karena kualitas
konten tidak menjadi yang utama.
Semakin privat dan eksklusif suatu in-
formasi, semakin dinilai penting. Urus-
an ranjang, harta gono gini lebih pen-
ting ketimbang penyelesaian hukum,
sanksi moral publik.

Jurnalisme infotainment awalnya ber-
pusat pada sisi personalitas positif peso-

Masduki

hor dari industri hiburan. Berawal
tahun 1957 ketika New York Time
mengekspose profil Marlon Brando.
Batasan misi jurnalisme tetap terjaga:
untuk publik/human interest. Masalah
muncul ketika dalam masyarakat yang
menyukai leisure time, topik sosial se-
lebritas makin menggeser berita yang

serius, kejar tayang, di buat dengan cara
cepat saji. Topiknya semakin melebar ke-
mana-mana, menabrak moralitas,
sakralitas pernikahan.

Infotainment di era kebebasan berme-
dia sosial terjatuh menjadi penyokong
budaya individualistik, narsistik, ‘buruk
rupa’ tapi disuka. Budaya masyarakat
Indonesia yang suka gossip menjadi ru-
ang komersial yang dieksploitasi media.
Awalnya penyajian kisah sukses, kemu-
dian berkembang menjadi ruang gossip
konflik pribadi selebritas. Media secara
sadar telah melakukan glamourizing
celebrity divorce dengan konstruksi beri-
ta tanpa klarifikasi, tanpa substansi.

Dalam kasus Lesti dan Venna: media,
netizen dan selebriti yang haus publikasi
saling berbagi peran. Selebriti tidak se-
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lalu menjadi korban, mereka pelaku uta-
ma glamourizing. Mereka tentu korban
dari kasus yang terjadi, tetapi juga
pelaku dalam eksposure-nya. Media atau
platform digital membuat budaya gossip
mengalami perluasan medan, dan para
netizen memudahkan redaksi membuat
agenda setting 1isu secara cepat.
Puncaknya, semua jadi marketing gim-
mick.
Sebatas Informasi
Mencermati eksposure peristiwa
Venna dan Lesti membuat publik sulit
membedakan antara realitas yang ter-
jadi dengan drama. Artinya, berita se-
lebritas di media tidak bisa lagi dise-
but jurnalisme, tetapi sebatas infor-
masi selebritas. Ekosistem Dberita
berbasis media sosial telah berhasil
melakukan aksi mutilasi data.
Menghadapi suasana ini, awak pe-
kerja platform infotainment dituntut
selalu menjaga kewarasan. Selalu
bertanya apakah pathway perkenal-
an, pernikahan hingga tragedi dalam
hidup selebiriti selalu lebih bernilai
berita, ketimbang prestasi, kiprah
sosial dan harmoni keluarga mereka?
Sementara itu, khalayak harus pintar
menseleksi mana informasi yang per-
lu atau tidak untuk dikonsumsi. Sele-
bihnya, pengelola platform digital ha-
rus juga bekerja keras, menerapkan ni-
lai-nilai publik dalam kerja agregasi dan
kurasi algoritma lebih ketat, jangan se-
mata mengejar cuan. [1-d
*) Dr Masduki, Staf Pengajar
Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB
uil
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Pembaca yang budiman, terimakasih
partisipasinya dalam menulis dan mengi-
rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan
Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-
nerima tulisan lewat email opini-
kr@gmail.com dengan panjang tulisan
antara 535 - 575 kata, dengan mengisi
subjek mengenai isu yang ditulis serta ja-
ngan lupa menampilkan fotocopy identi-
tas. Terimakasih.

Peran Orang Tua Hadapi Pelecehan Seksual Anak

DUNIA pendidikan Indonesia sedang
gencar dilakukan beberapa usaha untuk
mengatasi adanya pelecehan seksual
baik di pendidikan dasar, menengah, dan
pendidikan tinggi. Berbagai pedoman
yang menyangkut safeguarding dibuat
untuk dapat mengetahui, menangani,
dan mencegah agar tidak terjadi pele-
cahan di sekolah.

Selain usaha dari pihak institusi pen-
didikan yang semakin tertata, kiranya
peran orang tua perlu juga digalakkan.
Tanpa keterlibatan orang tua sebagai
pendidik utama dan pertama, penangan-
an kasus ini akan berjalan lambat dan
bahkan tidak terpecahkan.

Tabu

Tanggungjawab utama pendidikan
anak adalah pada orang tua. Mereka
adalah pendidik pertama dan utama bagi
anak-anak mereka, sedangkan sekolah
dan instansi lain adalah pendukung.
Namun, dalam banyak kasus pelecehan
seksual anak-anak, orang tua sering ku-
rang menjalankan fungsinya sebagai
pendidik dan pelindung anak-anak mere-
ka. Beberapa gejala dapat kita amati se-
bagai berikut.

Masih banyak orang tua merasa tabu
untuk membuka kasus pelecehan yang

akan tidak terjadi apa-apa. Padahal anak
mereka mengalami trauma akibat pele-
cehan itu.

Orang tua di beberapa budaya terlalu
hormat pada guru, pimpinan agama dan
masyarakat, yang telah melakukan pele-
cehan pada anak mereka. Apalagi bila
mereka ini yang memberikan bantuan fi-
nansial dan pendidikan pada anak-anak
mereka. Orang tua kurang berani protes
bila sesuatu terjadi pada anaknya.
Banyak yang akhirnya mendiamkan sa-

Paul Suparno, SJ

ja, bahkan menutupinya agar mereka ti-
dak kena jeleknya.

Dalam banyak kasus pelecehan anak
yang dilakukan oleh pemuka agama, gu-
ru, tokoh masyarakat, sering kali orang
tua lebih percaya kepada mereka dari pa-
da anak mereka. Maka sering terjadi
kalau seorang anak mengadu kepada
orang tuanya, orang tua lebih mudah
menyalahkan anak, padahal anak itu
menceritakan secara jujur dan benar.
Sehingga jarang yang membantu
anaknya, untuk cepat melaporkan bila
mengalami pelecehan.

Banyak orang tua belum punya
pengertian yang benar tentang persoalan
pelecehan, terutama bila menyangkut
anak-anak mereka. Mereka kurang da-
pat mengajarkan pada anaknya untuk
hati-hati pada sikap-sikap orang dewasa
yang dengan berkedok %kasih dan cinta’-

yang melecehkan.

Orang tua perlu lebih mendengarkan
cerita anak-anaknya, mendorong agar
anak-anak mereka lebih berani bercerita
bila mengalami pelecehan. Anak-anak
perlu dilatih untuk berani protes atau-
pun melawan bila diperlakukan tidak
senonoh oleh orang lain. Anak-anak
dibantu menjaga tubuhnya dengan baik
sehingga tidak merangsang pihak yang
suka melecehkan. Yang tidak kalah pen-
ting, kalau terjadi pelecehan, orang tua
harus berani melaporkan kepada yang
berwenang dan perlu menghilangkan bu-
daya tabu dalam hal ini.

Dengan keterlibatan aktif orang tua
dalam mendampingi anak-anaknya dan
pelaksanaan safeguarding di sekolah
yang semakin tertata dengan baik, se-
moga anak-anak kita semakin terbebas
dari pelecehan dan dapat hidup bahagia
kedepannya. O-d

*) Prof Dr Paul Suparno S, guru
besar pendidikan USD Yogyakarta

menyalahgunakan tindakannya
demi kepuasan nafsu mereka.
Anak sering tidak mengerti bah-
wa ‘tindakan kasih sayang’yang
dibuat mereka itu adalah bentuk
pelecehan. Akibatnya, tidak ja-

Melihat beberapa gejala diatas,
orang tua perlu lebih berani un-
tuk memberitahu dan mendidik
anak-anak mereka tentang
adanya pelecehan dan bagai-
mana dapat mencegahnya. Un-
tuk itu, orang tua perlu mengem-
bangkan pengertian mereka ten-
tang selukbeluk pelecehan anak.
Orang tua perlu mengajarkan
pada anak-anaknya, sikap-sikap
dan perlakuan orang dewasa

PA.

Pamong kalurahan di DIY menolak jika
masa jabatan mereka disamakan dengan

Pemda DIY mendapat penghargaan dari
Kementerian PDTT dan Kementerian PP-

-- Tambah istimewa.
Gubernur DIY optimis kalurahan jadi

pondasi kemandirian masyarakat.
-- Reformasi Kalurahan!
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